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PER ..\.TURAN WALIKOT A DENP AS4R

NOMOR 40a TAHUN 2011

TENTANG

PELIMP AHAN SEBAGIAN KEWENANGAN WALIKOT A
KEP ADA CAMA T DI LINGKUNGAN PEM*-INT AH

KOT A DENP ASAR ;

-
Menimbang

Mengingat

a.

b.

c.

: ' 1.

2.

WALIKOT A DENP ASAR,

bahwa untuk melaksanakan ketcnt$n Pasal 17 Peraturan

Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 te11jtangOrganisasi PerangkatDaerah dan Ketentuan Pasal, 15 Peratutan Pemerintah Nomor 19I

Talmn 2008 tentang Kecamatan; ;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kota
Denpasar Nomor 9 Tahun 2008 tentang IOrganisasi dan Tata Kerja

Kecamatan dan Kelurahan Kota Denpas~r, Camat mempunyai tugasmelaksanakan sebagian Kewenangk Pemerintahan yang
dilimpahkan oleh Walikota; !

bahwa berdasarkan pertimbangan sebf'aimana dimaksud dalam

huruf a dan huruf b, perlu menetapkan eraturan Walikota tentang
Pelirnpahan Sebagian Kewenan::;an alikota Kepada Camat

dilingkungan Pemerintah Kota Denpasari

Undang-Undang Nomor 1 Tahn:l 1~92 tentang Pembentukan

Kotamadya Daerah Tingkat II Den~asar (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1992 11om~r 9, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor _\465~;

Undang-Undang Nomor 8 Tahl:' 1~74 tentang Pokok-pokok

Kepegawaian (Lembaran Negara r.CPUiik Indonesia Tahun 1974
Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara epublik Indonesia Nomor
3041) sebagaimana telah diubah d~}1gan ndang-Undang Nomor 43

Tahun 1999 Tentang Perubahan At8.S tt Tr.duj'!g-Undang Nomor 8

Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kcpe awaian (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 N ornor 169 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3S90)~



3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 20 4 tentang Pemerintahan
[)aerah (Lembaran Negara Republik Ind nesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara R ublik Indonesia Nomor
4437), sebagaimana telah diubah bebe apa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Ind nesia Tahun 2008 Nomor
59, Tambahan Lembaran Negara Republi Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan antara Pemerint , Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah K bupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 20 7 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia 47 7);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahu 2007 tentang Organisasi
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara epublik Indonesia Tahun

2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran egara Republik Indonesia
4741);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tah 2008 tentang Kecamatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40,
Tambahan Lembaran Negara Republik I onesia Nomor 4826);

7. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nom r 4 Tahun 2008 tentang

Drusan Pemerintahan Yang Menjadi Ke enangan Pemerintah Kota
Denpasar (Lembaran Daerah Kota Denp ar Tahun 2008 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Denp sar Nomor 4);

8. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nom r 6 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Sekretaria Daerah, Staf Ahli dan
Sekretariat Dewan Perwak.ilan Rakya Daerah Kota Denpasar
(Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahu 2008 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 6);

9. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nom r 7 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Denpasar (Lembaran
Daerah Kota Denpasar Tahun 2008 No or 7, Tambahan Lembaran
Daerah Kota Denpasar Nomor 7), sebag imana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kota Denpasar Nom r 3 Tahun 2009 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 7 Tahun
2008 tentang Organisasi dan Tata erja Dinas Daerah Kota
Denpasar (Lembaran Daerah Kota Denp ar Tahun 2009 Nomor 3);

10. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nom r 8 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Te is Daerah Kota Denpasar
(Lembaran Daerah Kota Denpasar Tah 2008 Nomor 8, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 8);

11. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nom r 9 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kecamat dan Kelurahan Kota
Denpasar (Lembaran Daerah Kota Denp ar Tahun 2008 Nomor 9,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Denp sar Nomor 9);

12. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 32 ahun 2008 tentang Uraian
Tugas Jabatan Pada Organisasi Sekret 'at Daerah, Staf Ahli clan

Sekretariat Dewan Perwakilan Rakya Daerah Kota Denpasar
(Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 20 8 Nomor 32);

13, Peraturan Walikota Denpasar Nomor 33 ahun 2008 tentang Uraian
Tugas Jabatan Pada Organisasi Dinas Da rah Kota Denpasar (Berita
Daerah Kota Denpasar Tahun 2008 Nom r 33);



•

Menetapkan

14. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 34 ahun 2008 tentang Uraian
Tugas Jabatan Pada Organisasi Lemb ga Teknis Daerah Kota
Denpasar (Berita Daerah Kota Denpasar ahun 2008 Nomor 34);

15. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 35 ahun 2008 tentang Uraian
Tugas Jabatan Pada Organisasi Kec tan dan Kelurahan Kota
Denpasar (Berita Daerah Kota Denpasar ahun 2008 Nomor 35);

16. Peraturan Walikota Denpasar Nomort6 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaks a Teknis Dinas / Badan
Kota Denpasar (Berita Daerah Kota De pasar Tahun 2008 Nomor
36).

MEMUTUSK

PERATURAN WAUKOTA TE~ANG PEUMPAHAN
SEBAGIAN KEWENANGAN WAUK TA KEP ADA CAMA T
DILINGKUNGAN PEMERINT AH KOT DENP ASAR

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasail

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksuf dengan :
1. Kota adalah Daerah Kota Denpasar

2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah ~aerah Kota Denpasar
3. \Valikota adalah Walikota Denpasar

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Jerah Kota Denpasar

5. Dinas Daerah adalah Dinas-dinas Dae ah Kota Denpasar

6. Lembaga Teknis Daerah adalah Le baga Teknis Daerah Kota
Denpasar

7. Bagian Pemerintahan adalah Bagian Pemerintahan Sekretariat
Daerah Kota Denpasar

8. Kecamatan adalah Wilayah Kerja ICamat sebagai Perangkat
Daerah Kota Denpasr

9. Camat adalah Kepala Kecamatan se-~ota Denpasar
10. Anggaran Pendapatan dan Bclanja Daerah yang selanjutnya

disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kcta Denpasar.



BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN' WEWENANG

Pasal2

(1) Kecamatan merupakan wilayah kerj
Daerah Kota yang dipimpin oleh
sebagai Kepala Kecamatan;

(2) Camat bertanggung jawab kepada
Daerah.

camat sebagi Perangkat
amat yang berkedudukan

alikota melalui Sekretaris

Pasal3

yang

fasilitas

dan/atau

peraturan

dan

desa

penegakan

(1) Camat menyelenggarakan tugas
meliputi:

a. mengoordinasikan kegiatan pember~ayaan masyarakat;b. mengoordinasikan upaya penyelen\ggaraan ketenteraman dan
ketertiban umum;

c. mengoordinasikan penerapan
perundang-undangan;

d. mengoordinasikan pemeliharaan
pelayanan umum;

e. mengoordinasikan pellyelenggaraari kegiatan pemerintahan di
tingkat kecamatan;

f. membina penyelenggaraan
kelurahall; da.'1

g. melaksanakan pelayanan masyar*at yang menjadi ruanglingkup tugasnya dan/atau yang ~elum dapat dilaksanakan
pemerintahan des a atau kelurahan.

(2) Selain tugas sebagaimana dimakS;;tpada ayat (1) Camat
melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh
Walikota untuk menangani sebaei:m san otOllomi daerah, yang
meliputi aspek:
a. perizinan;
b. rekomendasi;
e. koordinasi;
d. pembinaan;
e. pengawasan;
f. fasilitasi;
g. penetapan;
h. penyelenggaraan; dan

i. kewenangan lain yang dilimpahkan.

(3) Pelaksanaan kewenangan Camat f'~baga~' ana dimaksud pad a ayat
(2) mencakup penyelenggaraan Hrusan p merintahan pada lingkup
kecamatan sesuai ketentuan perat1.1ran erundang-undangan yang
berlaku.

(4) Pelimpahan sebagian wewenang \\1alikota kepada Camatsebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan
kriteria eksternalitas dan efisiensi.

(5) Pelimpahan sebagian wewenang ~likota kepada Camat
sebagaiman dimaksud ayat (2) tidak da at dilimpahkan kembali
kepada Satuan Kerja lainnya di kee atan tanpa persetujuan
Walikota.



(6) Kewenangan dimaksud pada ayat (~) sebagaimana tercantum
dalam lampiran I Peraturan Walikota i

(7) Ketentuan-ketentuan tentang aspeJ perijinan sebagaimanatercantum pada lampiran II Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

tuk ikut serta dalam
ecamatan dalam forum

di desa/kelurahan dan

Tugas Camat dalam mengOOrdinaSikanl kegiatan pemberdayaanmasyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a,
meliputi:
a. mendorong partisipasi masyarakat

perencanaan pembangunan lingkup
musyawarah perencanaan pembangun
kecamatan;

b. melakukan pembinaan dan pengawas~ terhadap keseluruhan unit
kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program
kerja dan kegiatan pemberdayaan m syarakat di wilayah kerja
kecamatan;

c. melakukan evaluasi terhadap berbag~i kegiatan pemberdayaanmasyarakat di wilayah kecamatan bai* yang dilakukan oleh unit
kerja pemerintah maupun swasta;

d. melakukan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat
sesuai dengan peraturan perundang-und gan; dan

e. melaporkan pe1aksanaan tugas pem erdayaan masyarakat di
wilayah kerja kecamatan kepada likota dengan tembusan
kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan
pemberdayaan masyarakat.

,
PasalS

Tugas Camat dalam mengoordinasik~ upaya peyelenggaraanketenteraman dan ketertiban umum sebakaimana dimaksud dalam

Pasal3 ayat (1) hurufb, meliputi:

a. melakukan koordinasi dengan kePtisian Negara Republik
Indonesia dan/atau Tentara Nasional In onesia mengenai program
dan kegiatan penyelenggaraan ketenter man dan ketertiban umunl
di wilayah kecamatan;

b. melakukan koordinasi dengan pemu~ agama yang berada di

wilayah kerja kecamatan untuk me judkan ketenteraman dan
ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan; dan

c. melaporkan pelaksanaan pembinaan ke enteraman dan ketertiban
kepada Walikota.

Pasal6

Tugas Camat dalam mengoordinasikan penerapan dan penegakanperaturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
ayat (1) hurufc, meliputi:

a. melakukan koordinasi dengan satuan k~rja perangkat daerah yangtugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang­
undangan;

b. melakukan koordinasi dengan satuan k rja perangkat daerah yang
tugas dan fungsinya di bidang penega an peraturan perundang­
undangan dan/at au Kepolisian Negara R publik Indonesia; dan

c. melaporkah pelaksanaan penerapan an penegakan peraturan
perundang-undangan di wilayah kecama an kepada Walikota.



- Pasal 7

Tugas Camat dalam mengoordinasikan p~meliharaan prasarana danfasilitas pelayanan umum sebagaimana di~aksud dalarn Pasal 3 ayat
(1) hurufd, meliputi:
a. melakukan koordinasi dengan satu kerja perangkat daerah

dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang
pemeliharaan prasarana dan fasilitas pe yanan umum;

b. melakukan koordinasi dengan pihak wasta dalam pelaksanaan
pemeliharaan prasarana dan fasilitas pe aYananumum; dan

c. melaporkan pelaksanaan pemelihara prasarana dan fasilitas
pelayanan umum di wilayah kecamat kepada Walikota.

Pasal8

Tugas Carnat dalam mengoordinasikan Ipenyelenggaraan kegiatanpemerintahan di tingkat kecamatan seb~!:!aimana dimaksud dalam
Pasal3 ayat (1) hurufe, meliputi:

a. melakukan koordinasi dengan satuan *erja perangkat daerah daninstansi vertikal di bidang p~nyelenggaraan kegiatan
pemerintahan;

b. melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuankerja perangkat daerah dan inst~si vertikal di bidang
penyelenggaraan kegiatan pemerintah

c. melakukan evaluasi penyelenggaraan Ikegiatan pemerintahan di
tingkat kecamatan; dan

d. melaporkan penyelenggaraan kegiatcut pemerintahan di tingkat
kecarnatan kepada bupati/walikota.

Pasa19

Tugas Camat dalam membina penyeleng~araan pemerintahan desadanlatau kelurahan sebagaimana dimaksuf:! dalam Pasal 3 ayat (1)
huruff, meliputi:
a. melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi

pemerintahan desa dan/atau kelurahan;

b. memberikan bimbingan, supervisi, ;,asilitasi, dan konsultasi
pelaksanaan administrasi desa danlatau elurahan;

c. melakukan pembinaan dan pengawa an terhadap kepala desa
dan/atau lurah;

d. melakukan pembinaan dan pengawasap terhadap perangkat desa
dan/atau kelurahan;

e. melakukan evaluasi penyelenggaraan demerintahan desa dan!atau
kelurahan di tingkat kecarnatan; dan

f. melaporkan pelaksanaan pembintum dan pengawasanpenyelenggaraan pemerintahan desa daPJatau kelurahan di tingkat
kecamatan kepada Walikota.

Pasal 10

Tugas Carnat dalam melaksanakan pe ayanan masyarakat yang
menjadi ruang lingkup tugasnya d tau yang belum dapat
dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g, liputi:
a. melakukan perencanaan kegiatan pelay an kepada masyarakat di

kecarnatan;

b. melakukan percepatan pencapaian staqdar pelayanan minimal di
wilayahnya;
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c. melakukan pembinaan dan penga~an terhadap pelaksanaan
pelayanan kepada masyarakat di kec tan;

d. melakukan evaluasi terhadap pelak anaan pelayanan kepada
masyarakat di wilayah l:ecarnatan;

e. melaporkan pelaksanaan kegiatan pela~anan kepada masyarakat di
wilayah kecarnatan kepada Walikota.

BABIII

Pasal11

(1) Pe1aksanaan pelimpahan sebagian ~ewenangan sebagaimanadimaksud dalarn Pasal 2 berpedomanl pada ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

(2) Pelimpahan sebagian kewenangan seba~aimana dimaksud ayat (1)disertai dengan pembiayaan dan smjana atau prasarana yang
diperlukan.

BAB IV

PEMBIAYAA

Pasa112

Biaya yang dikeluarkan untuk pelaksan4an sebagian kewenangansebagaimana diatur dalam Peraturan Wal1kota ini dibebankan pada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BABV

PEMBINAAN, MONITORING DAN EVALUASI

Pasal13

(l) Dinas DaerahiLembaga Teknis Daerah Imelaksanakan pembinaan,monitoring dan evaluasi atas pelaksan~an sebagian kewenangan
yang dilimpahkan kepada carnat.

(2) Bagian Pemerintahan bertugas meng~oordinasikan pelaksanaanpembinaan, monitoring dan evaluasi sepagaimana dimaksud pada
ayat(1).

(3) Dalam melaksanakan sebagian ktwenangan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 3, Camat betrtanggung jawab kepada
Walikota melalui Sekretaris Daerah.



BAB VI

PELAPORAN

Pasal14

Camat wajib menyampaikan laporan te
sebagian kewenangan yang telah dilimp
Sekretaris Daerah dengan tembusan Dina
Daerah sesuai dengan bidang urusan masi
bulan sekali.

BAB VII

lis terkait pelaksanaan
kepada Camat melalui

Daerah/Lembaga Teknis
g-masing, setiap 3 (tiga)

KETENTUAN PENUtUP

Pasal15

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berl , maka :
1. Keputusan Walikota Denpasar Nomor 349 Tahun 2003 tentang

Pelimpahan Sebagian Kewenangan Wali ota Kepada Camat
2. Keputusan Walikota Denpasar Nomor 94 Tahun 2007 tentang

Pelimpahan Sebagian Kewenangan Wal" ota Kepada Camat Untuk
Penandatanganan Pengesahan Keputusan Desa/Kelurahan

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal16

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada taqggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, me
Peraturan Walikota ini dengan penempat
Kota Denpasar.

rintahkan pengundangan
ya dalam Berita Daerah

Ditetapkan di Denpasarpada t~nggal

WALIKOT A DENP ASAR,

2J OJ 1

Diundangkan di Denpasar
pada tang gal 23 .we:: !Jij·:;r

SEKRETA~S DAjlPl

2011

ADENPASAR,

BERITA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2010 NOMOR



••

LAMPlRANI :

PERA TURAN WALIKOT A DENP ASAR

TANGGAL : 23 Desember 2011NOM OR

: 40a TAHUN 2011

TENTANG : PELIMPAHAN SEBAGIA~ KE
lwENANGAN

WALIKOTA KEPADA CAMA'

f, DILINGKUNGAN

PEMERINTAH KOT A DENP A

BAR

KEWENANGAN WALIKOT A

YANG DILIMP AHKAN KEP ADA CAM
~T

DILINGKUNGAN PEMERINT AH KOT A DEl

~PASAR

No

Aspek Rincian Kewenangan Yarg dilimpahkan

1

Perijinan a.Surat Ijin Usaha Perdagangan (Sl!uP)

b.

Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

c.

ljin Usaha lndustri Depot Air Miurn
d.

ljin lndustri Kecil
e.

ljin Prinsip, SITUlHo dan ljin U<aha Salon Kecantikan

f .
ljin Prinsip, SITUlHo dan Ijin Uaha Rumah Biliyard

g.

Surat ljin Kerja Perawat (SIKP)

h.
Surat Ijin Kerja Perawat Gigi (SIK.PG)

1.

Surat Ijin Kerja Refraksionis Opisen (SIKRO)

2

Rekomendasi a.Rekomendasi pembentukan, perrekaran, penghapusan dan
penggabungan Desa/Ke1urahanb.

Rekomendasi pembentukan, perrekaran, penghapusan dan
penggabungan Dusun/Lingkung:

n
c.

Rekomendasi tapal batas Desa 71elurahan

3

Koordinasi a.Mengkoordinasikan penanganangizi kurang dan gizi buruk

b.

Mengkoordinasikan kegiatarl bieang kesehatan khususnya
tentang penyelenggaraan posyan

~u, pemberantasan penyakit

menular, Kejadian Luar Biasa (~
LB), pengadaan air bersih

dan kesehatan 1ingkungan c.

melakukan koordinasi dengan Sr-,.PDdanlatau instansi
vertikal yang tugas dan fungsiny

~ di bidang pemeliharaan
prasarana dan fasilitas pe1ayanar

umum

d.

Melaksanakan koordinasi dengaSKPD terkait

kependudukan dan catatan sipil
\

e.

Mengkoodinasikan urusan pemeintahan tingkat kecamatanI
dengan kepala desa, Muspika, K

~pala UPTD, lembaga
kemasyarakatan serta i!1stansi v(

rtikal

f.

Mengkoordinasikan penegakanerda, perbup, dan keputusan
walikota serta peraturan perund,

ng-undangan lainnya
g.

Mengkoordinasikan upaya perIidungan masyarakat dan
penanggu1angan bencana h.

Mengkoordinasikan penanganarmasalah unjuk rasa

1.

Mengkoordinasikan penanggulagan bencana a1am sosial
dan bencana social



NolAspek Rineian Kewenangan Yg dilimpahkan

J.

Mengkoordinasikan bidang ekomi kerakyatan kecarnatan
dengan dinas terklit, Iembaga e

nomidanlembaga
keuangan yang ada di keearnatark.

Mengkoordinasikan upaya penci~taan Iapangan keIja dan

usaha dengan unit kerja Iainnya1.

Mengkoordinasikan pengembanan usaha kerajinan keeil
UKM dan Koperasi m.

Mclaksanakan koordinasi pengatasan dan penertiban

terhadap penduduk pendatang

4

I Pembinaan I a.Pembinaan dalarn rangka persiapfin Iomba-Iomba tingkat
Kotab.

Membina kegiatan keagamaan dIembaga-Iembaga
keagarnaan bersama SKPD terka te.

Membina Iembaga kemasyarakat, organisasi profesi dan
kelompok masyarakat lainnya

d.

Membina pengeIolaan pasar A (sar Desa) dan Pasar B
(Pasar Kecarnatan) bersama SKP

terkait

e.

Membina Koperasi dan Usaha M kro Kecil Menengah dan

Koperasi (UMKM) bersama S

D terkait

f. Memberikan bimbingan sUPerviS\ dan konsultasipelaksanaan administrasi desa/ke urahan dan keIja sarnaantar desa

5

I Pengawasan ~.Pengawasan terhadap pemanfaatruang wilayah kecarnatan
b.

Pengawasan terhadap pelanggarketertiban umum pada
fasilitas umum dan fasilitas sosia

6

I Fasilitasi I a.Memfasilitasi pelaksanaan koord' asi tata batas wilayah

• II lb.
Memfasilitasi pelaksanaan Perda ~an pertauran perundang-undangan Iainnya yang berkaitan engan pemerintahandaerahc.

Memfasilitasi pelaksanaan rapat ~oordinasi dan rapat teknis

ditingkat kecamatand.

Memfasilitasi terlaksananya kebijan pusat, provinsi dan
kota dalarn bentuk peraturan peru dang-undangan yangberlaku, sehin

a mas arakat taat azas dan taat aturan
e.

Memfasilitasi penyelesaian persel sihan antar warga di

wilayah keeamatanf.

Memfasilitasi en elesaian masalharta waris.

g.

Memfasilitasi hubungan antar Ieaga organisasi
kemasyarakatan, fungsional dan 0 ganisasi profesi sertalembaga kemasyarakatan lainnya.h.

Memfasilitasi kerukunan hidup an ar umat beragama

1.

Memfasilitasi kebijakan dalam up ya penanggulangan

kemiskinan, kebodohan dan peny

it menular



/,,/'
//" I

No

Aspek Rincian Kewenangan Yandilimpahkan

J.

Memfasilitasi penyusunan peraturm desa dan peraturan

kepala desa k.

Memfasilitasi administrasi tata penerintahan desa

1.

Memfasilitasi pengelolaan keuan~an desa dan

pendayagunaan aset desa m.

Memfasilitasi pelaksanaan urusanotonomi daerah Kota yang
diserahkan kepada desa n.

Memfasilitasi penerapan dan pemgakan peraturan dan
perundang-undangan o.

Memfasilitasi pelaksanaan tugasepala desa dan perangkat
desa p.

Memfasilitasi upaya penyelenggaaan ketentrarnan dan
ketertiban umum q.

Memfasilitasi pelaksanaan tugasUngsi dan kewajiban
lembaga kemasyarakatan r.

Memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan
partisipatif s.

Memfasilitasi kerjasarna antar dea dan kerjasarna desa
dengan pihak ketiga t.

Memfasilitasi pelaksanaan pemb(rdayaan masyarakat des a
u.

Memfasilitasi kerja sarna antar Ienbaga kemasyarakatan dan
kerja sarna lembaga kemasyarak,

an dengan pihak ketiga
v.

Memfasilitasi bantuan teknis danpendarnpingan kepada
lembaga kemasyarakatan w.

Memfasilitasi koordinasi unit kera pemerintah dalarn
pengembangan lembaga kemasy~

rakatan-- Memfasilitasi pelaksanaan ADDx.

y.

Memfasilitasi penyelenggaraan k ~uangan desa yang

mencakup perencanaan dan pen*sunan APBDesa/ APP

Kelurahan pelaksanaan dan pert ggungjawaban
APBDesa/ APPKelurahanz.

Memfasilitasi perselisihan batasesa antar des a dalam satu
kecamatan yang diselesaikan sec

ra musyawarah mufakat
aa.

Memfasilitasi administrasi desa/1elurahan

7

Penetapan a.Pengangkatan dan pemberhentiaTKepala Lingkungan
setelah mendapat persetujuan dar

. Walikota
.,

8

Penyelenggaraan a.Menyelenggarakan pendataan da1registrasi kependudukan
di wilayah kerjanya b.

Menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik dan
bersih (good government and cle

ill governance)
c.

Menyelenggarakan sosialisasi keDijakan pemerintahan pusat,
provinsi dan kota d.

Menyelenggarakan rapat Muspika, rapat koordinasi
pemerintah, rapat koordinasi tela

is dan rapat bulanan staf
dan memberikan laporan atas pel

aksanaan rapat-rapat

tersebut ke pada Walikota



No Aspek Rincian Kewenangan Yang dilimpahkan

9

Kewenangan laina.Pengesahan Surat Keputusan Kelurahan terkait : Program

Kerja, Pengelolaan Anggaran Pendapatan clan PengeluaranKelurahan (APP Kel), Laporan PertanggungjawabanPelaksanaan Anggaran, Pem-Jentukan Pasar Kelurahan clanPenetapan Retribusi Pasar Kelurahanb.
Melegalisir clanmengetahui surat - surat tanah clan silsilah

keluarga.
I

WALIKOTA DENPASAR,

RAIDH~~TRA



LAMPlRAN II : PERATURAN WALIKOTA DENPASAR
TANGGAL : 23 Desember 2011
NOMOR : 40a TAHUN 2011

TENT ANG : PELIMP AHAN SEBAGIAN K~WENANGAN
WALIKOT A KEP ADA CAMA DILINGKUNGAN
PEMERINT AH KOT A DENP A AR

KETENTUAN-KETENTUAN ASPEK PERI~NAN

PADA PELIMP AHAN SEBAGIAN KE\VENANGA WALIKOT A
YANG DILIMP AHKAN KEP ADA CAM T

DILINGKUNGAN PEMERINT AH KOT A DE PASAR

Rincian Kewenangan Ketentuan

Surat ljin Usaha Perdagangan (SIUP) 1) Usaha Keeil
2) Usaha peror gan
3) Lokasi usaha berada pada jalan lingkungan

dengan lebar ·alan Max 6 m
4) USfu1.a-usaha ang tidak wajib SITU/Ho

berdasarkan eraturan perundang-undangan
yang berJaku

5) Besamya invhtasi di bawah 50 juta, tidaktermasuk tanJh dan bangunan

Tanda Daftar Perusahaan (TDP) 1) Usaha Keeil
2) Usaha peror gan

3) Lokasi usaha berada pada jalan lingkungan
dengan lebar alan Max 6 m

4) Usaha-usaha ang tidak wajib SITU/Ho
berdasarkan eraturan perundang-undangan
yang berlaku

5) Besarnya inv~stasi di bawah 50 juta, tidaktermasuk tandh dan bangunan

I

n_-J
I

I
I

II
II

l) Usaha Keeil
2) Usaha perora gan
3) Lokasi us aha erada padajalan lingkungan

dengan lebar alan Max 6 m

termasuk lana dan bangunan
5) Usaha-usaha ang tidak wajib UKLIUPL

berdasarkan p raturan perundang-undangan
yang berlaku

l) Usaha Keeil
2) Usaha peror
3) Lokasi usaha erada pada j alan lingkungan

dengan lebar alan Max 6 m
4) Besarnya inv stasi di bawah 100 juta, tidak

term asuk tan dan bangunan
5) Luas tempat saha Max 15 m2

ljin lndustri Kecil

ljin Usa.l1alndustri Depot Air Minum



Rineian Kewen~gan
Ijin Prinsip, SITU/Ho dan Ijin Usaha Salon
Keeantikan

Ijin Prinsip, SITU/Ho dan Ijin Usaha Rumah
Biliyard

Ketentuan

1) Usaba Keeil
2) Usaha peror
3) Lokasi usaha erada padajalan lingkungan

dengan lebar alan Max 6 m
4) Besamya inv stasi di bawah 100 juta, tidak

termasuk tan dan bangunan
5) Jumlah Meja "as Max 3 (tiga) buah
6) Luas tempat saha Max 15 m2

1) Usaha Keeil
2) USfu'1aperor gan
3) Lokasi usaha berada pada j alan lingkungan

dengan lebar alan Max 6 m
4) Besamya inv stasi di bawah 100 juta, tidak

terrnasuk tan dan bangunan
5) Meja Biliyar Max 5 (lima) Meja

•
RAIDH

OTA DENPASAR,


